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ABSTRAK 

Covid19 masuk ke Indonesia pada awal maret kemudian pemerintah 

mengambil kebijakan psbb sebagai tindak lanjut dalam mengani covid 19 hal ini 

didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Karantina Kesehatan, pemerintah daerah haruslah berkoordinasi terlebih 

dahulu kepada pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan Psbb, disisi lain 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri 

sesuai dengan asas otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 Tentang pemerintah daerah sehingga akan menimbulkan pertanyaan sejauh 

mana kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan psbb ini. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan 

pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan sosial beskala besar berdasarkan 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Karantina Kesehatan dan bagaimana 

efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan covid 19. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu 

suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran 

peraturan yang terkait dengan objek yang akan diteliti. 

Mengenai Hasil penelitian ini adalah maka dapat disimpulkan bahwa 

mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan PSBB, Meskipun 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus daerah otonom sendiri 

tetapi dalam menerapkan kebijakan psbb haruslah berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan pemerintah pusat karena covid 19 merupakan darurat kesehatan nasional 

sesuai dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan maka kemenkes yang menjadi 

komando dalam menerapkan kebijakan psbb. Kebijakan PSBB masih kurang efektif 

dalam menyelesaikan covid 19 karena bisa dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi 

secara terus menerus, selain faktor lain yang membuat PSBB ini menjadi tidak 

efektif. Faktor tersebut adalah mobilisasi pergerakan masa, bisa dilihat setiap pekan, 

tempat-tempat wisata untuk saat ini penuh kembali, dan tentunya akan menimbulkan 

kerumuman, padahal ini jelas bisa menimbulkan klaster baru. Mobilisasi masa 

tersebut biasanya datang dari kota lain yang berkunjung ke tempat wisata tertentu, 

seharusnya ada pengetatan dalam memasuki daerah terutama untuk masyarakat luar 

yang bisa masuk ke wilayah yang sedang menerapkan psbb. Pembatasan Sosial 

Berskala Besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang 

sedang terjadi di dalam masyarakat, PSBB sendiri setidaknya meliputi peliburan 

sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan 

di tempat atau fasilitas umum. 
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ABSTRACT 

 

In the first quarter of Two thousand twenty, the company's vice 

President director, Thomas kensel, said here on Tuesday that the government 

would not be able to control the rupiah's movement, he said. In the second 

quarter of Two thousand seven, there was a change in the number of micro, 

small and medium micro, small and medium business. The purpose of this 

study is to know and analyze how a local government official applies the great 

social restraints of the year six year Two thousand twenty quarantine of health 

and how a large-scale social limitation policy can be effective in the 

prevention of covid 19. 

The method used in this study is normative-research juridical, a legal 

research method that is done by examining library or secondary data asa basis 

for research by means of referencing the regulations associated with the object 

to be studied. 

As to the results of this study, it should be concluded that the local 

government's authority in implementing PSBB, although the regional 

government has the authority to manage its own autonomous policies but in 

implementing the PSBB policy should be coordinated first with the central 

government since covid 19 is a national health emergency in accordance with 

the health quarantine act, the ministry that commands the PSBB policy. The 

PSBB policy is still less effective in the covid 19, as can be seen from the 

continuous increase in cases, as well as other factors that have made the PSBB 

ineffective. This factor is the mobilisation of the mass movement, seen in 

weeks, the tourist sites for the now full again, and of course will result in 

rioting, when this can clearly produce a new cluster. The mobilisation of the 

time would normally come from other cities visiting certain tourist areas, and 

especially for outside people to enter areas that are already applying PSBB. 

Large scale social restrictions aimed at preventing the spread of current 

diseases in society, PSBB itself would include at least school and workplace 

protection, restrictions on religious activities, and restrictions on activities in 

public places or facilities 
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